
Menurut Ganjar, Indonesia
membutuhkan anak-anak muda
sebagai pelopor ekonomi kreatif,
sebab seluruhnya dilakukan se-
bagai bentuk mengunggulkan
ekonomi bangsa agar para pe-
muda terlibat di setiap tahapnya.
"Maka istilah kami gaspol itu kita
dorong punya anggaran berlipat
ganda, maka tidak boleh ada ko-
rupsi pajaknya dipermudah,"
ujarnya yang pada kesempatan
itu juga didampingi cawapres
Mahfud MD.

Sementara saat memberi-
kan pengantar dalam acara
tersebut Ketua Umum Pim-
pinan Pusat (PP) Muham-
madiyah Haedar Nashir meng-
ingatkan pasangan calon pe-
serta Pilpres 2024 nomor urut
3, Ganjar Pranowo-Mahfud
MD, untuk tidak menebar janji-
janji di luar kemampuannya.

"Kalau tohberjanji, berjanjilah
yang objektif, untuk dan atas
nama bangsa. Jangan bikin
janji-janji yang nanti di luar ke-
mampuan," kata Haedar.

Ia juga ingin warga Muham-
madiyah dan masyarakat sipil
lain tidak dibuat terlalu susah di
masa yang akan datang.
Haedar menyebutkan contoh
beberapa peraturan undang-
undang (UU) yang dibentuk

tanpa mengindahkan masukan
dari Muhammadiyah dan
kelompok masyarakat lainnya.

"Ada sejumlah UU Pak Mahfud,
yang kami harus tarik ulur luar bi-
asa dan berakhir dengan tidak ada
aspirasi yang ditampung.
Akhirnya, karena apa yang bisa
diputuskan di dewan, di DPR, itu
hasil dari oligarki koalisi yang kun
fayakun, setiap UU yang dikehen-
daki, apa pun jadi," ujarnya.

Padahal, lanjut Haedar, setiap
masukan itu untuk kepentingan
bangsa dan negara. Oleh kare-
na itu, ia ingin tidak ada lagi UU
yang dibuat dengan tempo yang
sesingkat-singkatnya. "Tentu ka-
mi percaya kedua tokoh ini, keti-
ka rakyat nanti memberi amanat
dan mandat, akan berdiri dekat
di atas konstitusi dan tidak
menyalahgunakan," tegasnya. 
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demokratisasi kecerdasan

buatan dalam fenomena

ini, karena semua orang

dapat mengaksesnya. Tak

lagi ada kebutuhan

perangkat keras canggih.

Cukup dengan koneksi in-

ternet, siapa saja dapat

memanfaatkan kecer-

dasan buatan generatif.

Terlebih, cara mengakses-

nya pun mudah, percaka-

pan sehari-hari. 

Dalam konteks global,

penggunaan teknologi ini

telah merangsang peruba-

han peran organisasi.

Perusahaan yang unggul,

menggunakan kecerdasan

buatan dalam lebih banyak

fungsi bisnis daripada pe-

rusahaan lain, terutama

dalam pengembangan pro-

duk/layanan serta manaje-

men risiko. Namun, ada

sisi lain yang perlu menda-

patkan perhatian. 

Kemudahan yang di-

hadirkan kecerdasan bu-

atan telah menimbulkan

potensi penyalahgunaan

yang merugikan, seperti di

bidang pendidikan ataupun

kesehatan. Dalam pen-

didikan, teknologi ini dapat

digunakan untuk meng-

hasilkan karya ilmiah tanpa

proses belajar yang sebe-

narnya. Sementara di bi-

dang kesehatan, penya-

lahgunaan data pasien

oleh kecerdasan buatan

bisa menimbulkan masa-

lah pelanggaran privasi

dan etika. Menjadikan tek-

nologi ini sebagai dokter

personal tanpa  pengeta-

huan mendalam dapat

membawa risiko terkait

nyawa. 

Meskipun memiliki

potensi risiko, manfaat

teknologi ini dianggap lebih

besar dan mendorong pe-

ningkatan penggunaannya

secara masif. Integrasinya

telah berkembang pesat di

berbagai sektor. Sebagai

contoh, akhir Oktober

2023, Boston Dynamics

mengintegrasikan

ChatGPT ke dalam robot

Spot dan menjadikannya

sebagai pemandu wisata

interaktif. Di sektor pen-

didikan, ChatGPT telah ter-

integrasi di Khan Academy

untuk memperkaya materi

pembelajaran. Dengan ke-

mampuannya meng-

hasilkan ringkasan, kuis,

esai, dan umpan balik.

Pemerintah Indonesia,

yang mengakui potensi be-

sar kecerdasan buatan,

mengundang CEO

OpenAI, Sam Altman, Juni

2023 dan memberikan

Golden Visa kepadanya

pada September 2023.

Visa yang valid selama 10

tahun ini adalah yang per-

tama kali diberikan kepada

warga asing. Hal ini

menandakan komitmen

Indonesia untuk memper-

cepat adopsi teknologi ini

di dalam negeri. Namun,

ketergantungan pada ke-

cerdasan buatan dan

penyedia seperti OpenAI

juga membawa risiko yang

harus dihadapi dan dikelo-

la dengan hati-hati.

Pemecatan Sam Altman

dari OpenAI pada 17

November 2023 yang di-

anggap tidak sejalan de-

ngan visi dan misi perusa-

haan, menimbulkan keju-

tan besar. Ironisnya, keja-

dian ini berlangsung tidak

lama setelah Altman me-

maparkan inovasi terbaru

di acara OpenAI DevDay

yang berlangsung bebera-

pa hari sebelumnya. Keja-

dian ini berdampak sig-

nifikan, dengan banyaknya

pegawai OpenAI memilih

untuk mengundurkan diri

dan menyebabkan ketidak-

stabilan dalam organisasi.

Kejadian ini juga menun-

jukkan kerentanan terkait

dengan ketergantungan

pada individu atau organi-

sasi tertentu dalam penge-

lolaan dan operasional ke-

cerdasan buatan. Risiko ini

penting untuk diantisipasi

dalam industri teknologi.

Bayangkan semakin

banyak industri di seluruh

dunia, termasuk di

Indonesia, mengadopsi

dan tergantung dengan

otomatisasi dengan bantu-

an OpenAI. Jika terjadi

gangguan pada OpenAI,

maka dampaknya akan sa-

ngat luar biasa. 

Kejadian di atas, mene-

gaskan pentingnya upaya

untuk mencapai indepen-

densi dalam pengelolaan

kecerdasan buatan.

Banyak universitas di

Indonesia yang memiliki

kapasitas untuk riset dan

pengembangannya. Na-

mun, menjalankan platform

teknologi ini yang dapat di-

akses luas memerlukan

sumber daya signifikan. 

Dukungan pemerintah,

khususnya dalam penyedi-

aan sumber daya, dapat

membantu negara menja-

ga kedaulatannya dalam

teknologi ini, mendorong

inovasi yang aman dan

etis, serta meningkatkan

kemampuan domestik.

Inisiatif ini esensial untuk

mengurangi ketergantung-

an dan memastikan kema-

juan kecerdasan buatan di

Indonesia berlangsung de-

ngan cara yang berkelan-

jutan.

(Penulis adalah Dosen

Jurusan Informatika

Universitas Islam Indo-

nesia)-f

ÓKEDAULATAN RAKYATÓ 

HALAMAN 7

JUMAT WAGE, 24 NOVEMBER 2023

(10 JUMADILAWAL 1957)

Firli   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Sambungan hal 1

Ganjar:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Sambungan hal 1

Ancaman   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Sambungan hal 1

YOGYA (KR) - Strategi

penanganan sampah di Kota

Yogya masih menjadi pemba-

hasan yang cukup pelik.

Namun demikian, sepanjang

memiliki time line atau batas

waktu yang terukur maka

kalangan dewan bakal men-

dukung setiap program yang

digulirkan untuk pengelola-

an sampah.

Anggota Fraksi Partai

Gerindra DPRD Kota Yogya

yang juga Ketua Pansus

Raperda Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan

Hidup R Krisma Eka Putra

SE, menjelaskan Pemkot

Yogya harus berkejaran de-

ngan waktu seiring rencana

penutupan TPA Piyungan.

"Dengan skema apapun kita

akan berikan dukungan.

Dengan catatan Kota Yogya

bisa zero sampah sebelum

TPA Piyungan ditutup. Jadi

ada time line yang jelas," tan-

dasnya.

Hingga saat ini masih ada sekitar 170 ton sampah

per hari yang belum mampu terkelola. Jumlah terse-

but merupakan yang tersisa setelah berbagai gerakan

digulirkan tahun ini, mulai bank sampah, gerakan

Mbah Dirjo dan lain sebagainya. Sisa sampah yang

belum terkelola itu cukup terbantu keberadaan TPA

Piyungan yang masih diope-

rasikan meski dengan skema

buka tutup.

Krisma pun berharap keti-

ka TPA Piyungan benar-be-

nar ditutup Kota Yogya su-

dah mampu mandiri kelola

sampah. Oleh karena itu

skema apapun yang akan

digulirkan Pemkot Yogya un-

tuk mengelola sampah, pi-

haknya akan memberikan

dukungan. 

"Jangan sampai ketika TPA

Piyungan ditutup, belum ada

langkah tegas. Akhirnya ma-

syarakat lagi-lagi menjadi

korban karena sulit mem-

buang sampah, kondisi depo

overload hingga terjadi

tumpukan liar di mana-

mana," urainya.

Di samping itu, dirinya juga

berharap ada tindakan tegas

yang dilakukan pemerintah

berkaitan pelanggaran anali-

sis dampak lingkungan (am-

dal). Seperti halnya yang ter-

jadi di kawasan Tugu beberapa waktu lalu berupa lu-

beran limbah minyak hingga ke jalan akibat infras-

truktur pengelolaan yang sudah tidak standar. Jangan

sampai kondisi yang sama kembali terulang karena

selain membahayakan pengendara juga menjadi per-

soalan lingkungan.                        (Dhi)-f

SEPANJANG BATASAN WAKTU TERUKUR

Dukung Penuh Setiap Program Pengelolaan Sampah
R Krisma Eka Putra SE
Fraksi Partai Gerindra

KR-Istimewa

Syamsuddin Harris di Jakarta.

Ditegaskan pula, Firli Bahuri harus diber-

hentikan sementara melalui keputusan

presiden setelah ditetapkan sebagai ter-

sangka oleh Polda Metro Jaya. "Itu tentu di

tangan presiden. Memang di Pasal 32 ayat

2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019,

jika pimpinan KPK menjadi tersangka, ma-

ka itu diberhentikan sementara dari ja-

batannya, dan itu tentu melalui keputusan

presiden," ungkapnya.

Terkait penetapan status tersangka terse-

but, sejumlah pihak mendesak Firli Bahuri

mengundurkan diri dari jabatannya.

"Mendesak kepada saudara Firli Bahuri un-

tuk segera mundur dari jabatannya sebagai

ketua KPK sekaligus sebagai komisioner

KPK," kata Ketua Pimpinan Pusat Muham-

madiyah Busyro Muqoddas di Jakarta.

Busyro mengapresiasi penetapan Firli

sebagai tersangka dan mengatakan hal itu

sebagai wujud kepekaan, independensi,

dan tanggung jawab Polri dalam membas-

mi praktik korupsi di Indonesia. "Praktik ko-

rupsi yang selama ini dominan dalam ben-

tuk suap dan gratifikasi semakin meluluh-

lantakkan sendi-sendi kekuatan negara

dari kewajiban utamanya yaitu melindungi

rakyat dari sebagai korban pemiskinan

struktural yang disebabkan langsung oleh

state capture corruption yang berdampak

buruk pada meluasnya praktik birokrasi na-

sional yang kleptokratif," tandasnya.

Desakan juga disampaikan anggota

DPR RI Ahmad Sahroni yang berharap Firli

Bahuri mundur dari jabatan Ketua KPK

setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh

Polda Metro Jaya. "Mengingat statusnya

saat ini, Pak Firli seharusnya inisiatif untuk

segera mengajukan pengunduran diri,"

katanya.

Wakil Ketua Komisi III DPR itu pun me-

minta pimpinan KPK yang lain juga turut

diperiksa. Sahroni mengatakan hal itu guna

menghasilkan penyelidikan yang tuntas

dan maksimal. "Polri harus melibatkan pim-

pinan KPK yang lain, periksa mereka terkait

apa yang dilakukan oleh ketua KPK.

Walaupun mungkin pimpinan yang lain bisa

jadi tidak tahu-menahu, tetapi ini sebaiknya

tetap dilakukan biar semuanya jelas," kata

Sahroni.

Pengamat yang juga pakar hukum pi-

dana Universitas Jember Prof M Arief

Amrullah juga mendesak Firli Bahuri

mundur atau mengundurkan diri dari ja-

batannya untuk menjaga marwah lembaga

antirasuah tersebut. "Selama ini KPK diper-

caya oleh masyarakat sebagai lembaga

untuk penegakan hukum tindak pidana ko-

rupsi, namun ketika Ketua KPK terjerat ka-

sus dugaan pemerasan maka menjadi

preseden buruk bagi lembaga itu," katanya. 
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